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ABSTRAK 

Dari perkara yang diteliti ini telah terjadi perkawinan poligami yang 

dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin isteri pertama, bahkan dengan memalsukan 

identitas. Perkara tersebut diputus Pengadilan Agama Yogyakarta, dan terdaftar 

dengan Nomor. 158/Pdt.G/2010/PA.YK. Permohonan pembatalan perkawinan dalam 

perkara ini bermula dari diketahuinya status Tergugat yang ternyata ketika menikah 

yang ke-2 dengan Tergugat II menggunakan identitas diri yang tidak benar dan masih 

terikat perkawinan dengan Penggugat. Kenyataan tersebut merupakan bukti tidak 

terpenuhinya salah satu syarat perkawinan yang mengakibatkan perkawinan itu dapat 

dimohonkan pembatalan. Hal tersebutlah yang menjadi latar belakang penulisan 

skripsi ini. 

Untuk mengetahui pembatalan perkawinan tersebut maka ada tiga poin yang 

menjadi fokus dalam pokok permasalahan, dengan tujuan untuk mengetahui dasar 

hukum dan pertimbangan hakim terhadap perkawinan yang dimohonkan 

pembatalannya di Pengadilan Agama Yogyakarta, mengetahui akibat hukum terhadap 

perkawinan yang dibatalkan serta mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum 

Positif terhadap pembatalan perkawinan tersebut. 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

normatif yuridis. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada Al-

Qur’an dan sunnah. Adapun pendekatan yuridis (legal analisis) yaitu pendekatan 

yang didasarkan pada norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita terbatas dan tidak 

mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak dengan pengertian seorang 

laki-laki hanya boleh beristeri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun. 

Ketentuan poligami diatur dalam Al-Qur’an surat An-Nisa>’ (4) ayat 3, juga diatur di 

dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI.  Dalam melaksanakan perkawinan baik 

perkawinan biasa maupun poligami harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang 

telah ditentukan. Salah satu syarat perkawinan yang harus dipenuhi adalah adanya 

kesepakatan antara para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan, termasuk di 

dalamnya telah diketahui kebenaran identitas diri oleh masing-masing pihak.  

Kesimpulan dari penelitian ini baik dengan pegkajian hukum Islam maupun 

hukum positif dapat  disimpulkan, bahwa pada proses pelaksanaan perkawinan yang 

dimohonkan pembatalan di Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor. 

158/Pdt.G/2010/Pa.YK. dinyatakan perkawinannya dibatalkan. Secara garis besar 

perkawinan tersebut dibatalkan dengan pertimbangan kemaṣ laḥ atan yakni 

meminimalisir kemad{aratan. Akibat dari pembatalan perkawinan tersebut tidak 

berlaku surut terhadap anak. karena tidak berlaku surut maka seorang ayah tetap 

menanggung biaya asuh anak baik untuk nafkah, pendidikan dan lainnya sesuai 

dengan kemampuannya.  

 

Kata kunci: pembatalan perkawinan poligami, pemalsuan identitas, akibat hukum 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Penulisan transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan 

skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 

dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut : 

 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif ˉ ˉ 

 Ba B Be 

 Ta T Te 

 Śa Ś es dengan titik di atas 

 Jim J Je 

 Ḥa Ḥ  ha dengan titik di bawah 

 Kha Kh ka – ha 

 Dal D De 

 Żal Ż zet dengan titik di atas 

 Ra R Er 

 Zai Z Zet 

 Sin S Es 

 Syin Sy es – ye 

 Şad Ş es dengan titik di bawah 

 Ḍad Ḍ  de dengan titik di bawah 

 Ţa Ţ te dengan titik di bawah 

 Ẓ a Ẓ  zet dengan titik di bawah 
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 „ain „ koma terbalik di atas 

 Ghain G Ge 

 Fa F Ef 

 Qaf Q Ki 

 Kaf K Ka 

 Lam L El 

 Mim M Em 

 Nun N En 

 Wau W We 

 Ha H Ha 

 Hamzah ‘ Apostrof 

 ya' Y Ya 

 

 

2. Vokal 

a. Vokal Tunggal 

Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama 

 Fath}ah A A 

 Kasrah I I 

 D{ammah U U 

 

Contoh : 

 

         kataba          su’ila 

 

 



viii 

 

b. Vokal Rangkap 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

… Fath{ah dan ya Ai a – i 

Fath{ah dan wau Au a – u 

 

     

Contoh : 

 

         kaifa          ḥ aula 

 

 

c. Vocal Panjang (maddah) : 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fath{ah dan alif Ā a dengan garis di atas 

 Fath{ah dan ya Ā a dengan garis di atas 

 Kasrah dan ya Ī i dengan garis di atas 

 D{ammah dan wau Ū u dengan garis di atas 

 

Contoh : 

  qāla    qīla 

  ramā    yaqūlu 

 

 

 

3. Ta' Marbuţah 

a. Transliterasi ta' marbu>ţah hidup  

Ta’ marbu>ţah yang hidup atau yang mendapat harkat fath{ah, kasrah dan 

d}ammah transliterasinya adalah "t". 

b. Transliterasi ta' marbu>ţah mati 

Ta’ marbu>ţah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah "h". 
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Contoh :   

                                       ţalḥ ah 

c. Jika ta' marbu>ţah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al-", dan 

bacaannya terpisah, maka ta' marbu>ţah tersebut ditransliterasikan dengan 

"ha"/h. 

Contoh : 

    rauḍ ah al-aţfāl 

 al-Madīnah al-Munawwarah 

 

4. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid) 

Transliterasi syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf yang 

sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata. 

Contoh : 

                          nazzala 

                              al-birru 

5. Kata Sandang " " 

Kata sandang dalam sistem tulisan  Arab dilambangkan dengan huruf 

yaitu “ ”. Namun dalam translitersi ini kata sandang tersebut dibedakan atas 

kata sandang yang diikuti oleh huruf  Syamsiyah dan kata sandang yang 

diikuti oleh huruf Qamariyah. 

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah 

Kata sandang  yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya yaitu “ ” diganti huruf yang sama dengan huruf yang 

langsung mengikuti kata sandang tersebut. 

Contoh : 



x 

 

 ar-rajulu 

 as-sayyidatu 

 

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah 

Kata sandang  yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditrasliterasikan sesuai 

dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan 

bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, 

kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan tanda sambung (-).  

 Contoh : 

 al-qalamu 

 al-badī’u 

6. Hamzah  

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzh dittransliterasikan dengan 

apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di 

akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena 

dalam tulisan Arab berupa alif.   

 Contoh : 

 syai’un 

 umirtu  

 an-nau’u 

7. Huruf Kapital 

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam 

transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan 

sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada 

nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada 

permulaan kalimat. 
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Contoh : 

 Wamā Muhammadun illā rasūl 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. 
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PERSEMBAHAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulisan  ini Penyusun persembahkan untuk: 

Adik Latif  

dan sosok luar biasa  

Bapak dan Ibu tercinta 
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MOTTO 

“Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah orang 

yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Sedangkan orang 

yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik 

terhadap isterinya” 

(Hadis Hasan ini dituturkan oleh Al-Tirmidzi) 

 

“sesuatu yang terjadi dalam beberapa hari, kadang-kadang dalam 

sehari, bisa mengubah keseluruhan jalan hidup seseorang” 

-Khaled Hossein dalam The Kite Runner- 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Allah SWT. menciptakan manusia terdiri dari dua jenis, pria dan 

wanita. Dengan kodrat jasmani dan bobot kejiwaan yang relatif berbeda yang 

ditakdirkan untuk saling berpasangan dan saling membutuhkan,
1
 sebagaimana 

dalam firman Allah SWT.: 

2
 

Karena perkawinan merupakan satu-satunya sarana yang sah untuk 

membangun sebuah rumah tangga dan melahirkan keturunan sejalan dengan 

fitrah manusia. Kehidupan dan peradaban manusia tidak akan berlanjut tanpa 

adanya kesinambungan perkawinan dari setiap generasi umat manusia. Karena 

itulah Rasulullah SAW. menganjurkan kepada umatnya yang telah “mampu” 

untuk menikah.
3
  

Dalam firman Allah SWT. yang lain ditegaskan : 

4
 

                                                           
1
 Nawawi Rambe, Fiqh Islam, ( Jakarta: Duta Pahala, 1994 ), hlm. 304. 

2
 An-Najm (53): 45. 

3
 Hasbi Indra dkk., Potret Wanita Shalehah, (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm. 61. 

4
 Ar-Ru>m (30): 21. 
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Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria 

dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
5

 Dalam 

penjelasannya, tujuan perkawinan erat kaitannya dengan keturunan, 

pemeliharaan, dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. 

Berdasarkan rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu 

perkawinan dijumpai adanya berbagai aspek, baik secara hukum, sosial, 

maupun agama. Aspek hukum dalam perkawinan dipahami dari pernyataan 

bahwa perkawinan adalah suatu “perjanjian”. Sebagai perjanjian, perkawinan 

mempunyai tiga sifat, yaitu: (a) tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan 

kedua belah pihak, (b) ditentukan tata cara pelaksanaan, dan pemutusan jika 

perjanjian itu tidak dapat terus dilangsungkan, dan (c) ditentukan pula akibat-

akibat perjanjian tersebut bagi kedua belah pihak,berupa hak dan kewajiban 

masing-masing. Kata “perjanjian” juga mengandung unsur kesengajaan, 

sehingga untuk penyelenggaraan perkawinan perlu diketahui oleh masyarakat 

luas, tidak dilakukan secara diam-diam.
6
 

Sehubungan dengan aspek sosial perkawinan, maka hal itu didasarkan 

pada anggapan bahwa orang yang melangsungkan perkawinan berarti telah 

                                                           
5
 Pasal 1. 

6
 Hassan Saleh dkk., Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pres, 

2008), hlm. 289-299. 



3 
 

dewasa dan berani hidup mandiri. Karena itu, kedudukannya terhormat, 

kedudukannya dalam masyarakat dihargai sepenuhnya. 

Sementara itu, aspek agama dalam perkawinan tercermin dalam 

ungkapan bahwa perkawinan merupakan perkara yang “suci’. Dengan 

demikian, perkawinan menurut Islam merupakan ibadah, yaitu dalam rangka 

terlaksananya perintah Allah atas petunjuk Rasul-Nya, yakni terpenuhinya 

rukun dan syarat nikah. 

Adanya perkawinan memunculkan hak dan kewajiban baru yang harus 

dilakukan oleh suami dan isteri untuk mencapai tujuan dari perkawinan itu 

sendiri. Setiap keluarga harus bisa menciptakan kesejukan hidup agar kedua 

belah pihak tetap cenderung cinta satu sama lain. Oleh karena itu, harus ada 

persiapan mental sebelum melangsungkan perkawinan. Setelah perkawinan 

dilangsungkan, maka diperlukan waktu untuk penyesuaian bagi suami dan 

isteri. Waktu penyesuaian dua karakter yang berbeda relatif cukup lama.
7
  

Tidak jarang penyesuaian itu tidak tercapai karena ada kekurangan 

salah satu pihak, seperti isteri mandul atau ada faktor lain dari suami sehingga 

tidak ditemukan kesamaan visi dan persepsi tentang bagaimana membina 

suatu keluarga yang baik. Kenyataan yang ditemukan justru rumah tangga  

semakin menjauh dan renggang. Akhirnya, poligami atau bahkan perceraian 

menjadi jalan keluar untuk mengatasi kemelut rumah tangga. 

                                                           
7
 Hasbi Indra dkk., Potret Wanita, hlm. 69. 
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Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan 

tidak mengaharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak dengan 

pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristeri seorang wanita dalam 

keadaan dan situasi apa pun dan tidak pandang bulu, apakah laki-laki itu kaya 

atau miskin, hiposeks atau hiperseks. Islam pada dasarnya menganut sistem 

monogami  dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami 

terbatas.
8
 Pada prinsipnya, seorang laki-laki hanya memiliki seorang isteri dan 

sebaliknya seorang isteri hanya memiliki seorang suami. Tetapi Islam tidak 

menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristeri banyak sebagaimana 

yang sudah berjalan dahulu kala. Islam tidak menutup rapat kemungkinan 

adanya laki-laki tertentu berpoligami, tetapi tidak semua laki-laki harus 

berbuat demikian karena tidak semuanya mempunyai kemampuan untuk 

berpoligami. Poligami dalam Islam dibatasi dengan syarat tertentu, baik 

jumlah maksimal maupun persyaratan lain seperti: 

1. Jumlah isteri yang boleh dipoligami paling banyak empat orang; 

2. Laki-laki itu dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-

anaknya, yang menyangkut masalah-masalah lahiriyah seperti 

pembagian waktu dalam pemberian nafkah, dan hal-hal yang 

menyangkut kepentingan lahir. Sedangkan masalah batin tentu saja, 

                                                           
8
 M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, 

(Jakarta: Rajawali Pres, 2010), hlm. 357. 
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selamanya manusia tidak mungkin dapat berbuat adil secara 

hakiki.
9
 

Mengenai prosedur atau tata cara poligami yang resmi di dalam Islam 

memang tidak ada ketentuan secara pasti. Namun, di Indonesia dengan 

Kompilasi Hukum Islamnya telah mengatur hal tersebut sebagai berikut: 

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat 

izin dari Pengadilan Agama; 

2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau 

keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai 

kekuatan hukum.
10

  

Syarat utama beristeri lebih dari satu orang, suami harus mampu 

berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
11

 Maka untuk 

memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut: 

a.  Adanya persetujuan dari isteri/ isteri-isteri; 

                                                           
9
 Ibid.,  

10
 Pasal 56. 

11
 Pasal 55 ayat (2) Kompilasi hukum Islam. 
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b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-

keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; 

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-

isteri dan anak-anak mereka.
12

 

Dengan memperoleh izin dari isteri pertama dan Pengadilan Agama, 

maka seorang suami diperbolehkan melakukan poligami. Karena dengan surat 

izin tersebut dapat digunakan untuk syarat pendaftaran perkawinan di Kantor 

Urusan Agama (KUA) agar perkawinannya dicatatkan. Dengan adanya 

pencatatan perkawinan sudah memenuhi salah satu prinsip yang terkandung 

didalam Undang-undang Perkawinan yaitu prinsip perlindungan.  

Ketentuan yang mencerminkan prinsip perlindungan bagi para pihak 

adalah pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan : 

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaanya itu; 

2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Apabila dicermati, aturan yang tertuang pada Pasal 2 ayat (2) di atas 

bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, karena perkawinan dianggap 

sah apabila hukum agamanya dan kepercayaannya sudah menentukan sah. 

Namun, apabila dilihat pada bagian penjelasan umum dari Undang-undang 

Perkawinan tersebut yang menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah 

bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya, dan 

                                                           
12

 Pasal 5 ayat (1) Undang-undang  Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
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disamping itu perkawinan harus dicatat yang merupakan syarat diakui atau 

tidaknya perkawinan oleh negara. Jika perkawinan tersebut tidak dicatatkan 

maka salah satu pihak yang biasanya suami, akan dapat berbuat sewenang-

wenang. Misalnya, suami akan menikah lagi dan isteri tidak bisa mencegah 

karena tidak ada bukti yang kuat bila telah ada hubungan perkawinan diantara 

mereka. 

Disamping itu, pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk 

menjaga perjanjian yang kokoh ( ) dari aspek hukum yang timbul 

karena perkawinan. Realisasi dari pencatatan itu, melahirkan Akta Nikah yang 

masing-masing salinannya dimiliki oleh isteri dan suami. Akta tersebut, dapat 

digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari 

adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.
13

 

Pada dasarnya seseorang yang akan melangsungkan suatu perkawinan 

diharuskan mendaftarkan diri terlebih dahulu, dengan maksud agar lebih 

mengetahui dengan jelas identitas diri. Bukti yang menerangkan identitas diri 

adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat yang diminta dari Kepala Desa 

atau Kantor Kelurahan setempat dimana perkawinan akan dilaksanakan dan 

apabila para calon akan melaksanakan perkawinan di luar daerah, maka orang 

tuanya akan dimintai hadir untuk memberikan keterangan dari mereka yang 

akan melaksanakan perkawinan tersebut. 

                                                           
13

 Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 

26. 
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Bila dicermati, adanya kewajiban suatu perkawinan yang akan 

dilaksanakan dengan menggunakan surat keterangan tentang identitas diri 

sebenarnya merupakan aplikasi dari adanya pelaksanaan salah satu syarat dari 

sebuah perkawinan. Surat keterangan berkaitan dengan pribadi masing-masing 

calon. Menjadi persoalan tersendiri bila surat keterangan yang digunakan 

adalah tidak benar baik dari cara memperoleh maupun isi yang tertuang. 

Adanya perbedaan fakta yang tertera pada surat keterangan dengan 

yang ada pada kenyataan merupakan bentuk tidak terpenuhinya syarat 

perkawinan yang dapat merugikan pihak lain. Bila dicermati lebih lanjut, 

keberadaan surat keterangan identitas diri berkaitan dengan masalah 

persetujuan kedua calon mempelai yang merupakan syarat perkawinan. 

Persetujuan kedua calon mempelai dalam sebuah perkawinan di Indonesia 

sangat penting, karena merupakan salah satu syarat utama. Namun dalam 

praktiknya setelah terpenuhi syarat utama tersebut, syarat maupun rukun 

perkawinan lain yang juga sudah ditentukan terkadang diabaikan. Hingga 

akhirnya tidak menutup kemungkinan perkawinan dibatalkan.  

Salah satu perkara pembatalan perkawinan yang dijadikan bukti adalah 

pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta, yang 

berawal dari adanya perkawinan seorang perempuan yang bernama A.C.F 

binti S yang kemudian berkedudukan sebagai Tergugugat II dengan seorang 

laki-laki yang bernama N.H bin C.T, yang pada perkara ini berkedudukan 

sebagai Tergugat I. Pada awalnya, sebelum perkawinan dilaksanakan Tergugat 

II statusnya adalah perawan sedangkan Tergugat I mengaku berstatus sebagai 
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duda cerai mati. Kedua pasangan tersebut setelah perkawinan hidup bahagia 

dan dikaruniai seorang anak. Namun, setelah dua tahunan perkawinan itu 

berlangsung ternyata Tergugat I masih terikat perkawinan yang sah dengan 

seorang perempuan bernama D.S.K binti O.K.A yang berkedudukan sebagai 

Penggugat. Keadaan tersebut tidak diterima oleh Penggugat. Penggugat 

mengajukan pembatalan perkawinan yang dilaksanakan antara Tergugat I dan 

Tergugat II. 

Hal ini menjadi sebuah fenomena yang menarik bagi penyusun untuk 

mencermati lebih dalam dengan terlebih dahulu melaksanakan penelitian 

dengan memilih judul pembatalan perkawinan dan akibat hukumnya. 

Penelitian ini dipilih berawal dari cerita dari salah satu pembimbing kegiatan 

Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang menjadi penghulu dalam perkawinan 

yang dibatalkan tersebut. Karena perkawinan dilakukan di Kecamatan 

Danurejan yang merupakan yuridiksi dari Pengadilan Agama Yogyakarta 

maka penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan langsung 

memilih salah satu perkara yang perkawinannya dibatalkan tersebut. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penyusun kemukakan, maka 

judul yang penyusun kaji pada penyusunan skripsi ini adalah “Tinjauan 

Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena 

Pemalsuan Identitas dan Akibat Hukumnya (Studi Terhadap Putusan 

Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 158/Pdt.G/2010/PA.YK)”. 
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B. Pokok Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka pokok masalah yang dibahas dalam penyusunan skripsi ini 

adalah: 

1. Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hakim yang dipakai 

dalam perkara pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas 

berdasarkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta  Nomor: 

158/Pdt.G/2010/PA.YK ? 

2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan 

perkawinan karena pemalsuan identitas di Pengadilan Agama 

Yogyakarta dalam Perkara Nomor: 158/Pdt.G/2010/PA.YK ? 

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap dasar 

hukum dan pertimbangan hakim serta akibat hukum yang 

ditimbulkan dari pembatalan perkawinan dalam Perkara Nomor: 

158/Pdt.G/2010/PA.YK? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk menjelaskan dasar hukum dan pertimbangan hakim yang 

dipakai dalam perkara pembatalan perkawinan karena pemalsuan 
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identitas berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta 

Nomor:  158/Pdt.G/2010/PA.YK; 

2. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari 

pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas di Pengadilan 

Agama Yogyakarta dalam perkara Nomor: 158/Pdt.G/2010/PA.YK; 

3. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam dan hukum positif 

terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim serta akibat hukum 

yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan dalam Perkara 

Nomor: 158/Pdt.G/2010/PA.YK. 

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penyusunan skripsi ini adalah:  

1. Hasil penyusunan skripsi ini diharapkan dapat berguna dan 

bermanfaat untuk memberikan masukan bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan di bidang Hukum Islam pada umumnya dan bidang 

Hukum Perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia pada 

khususnya; 

2. Sebagai bahan bagi peneliti dan peminat kajian atau studi kasus 

terhadap pembatalan perkawinan serta akibat hukumnya, sehingga 

dapat dikembangkan teori, konsep dan terapannya pada penelitian 

berikutnya secara optimal; 
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3. Sebagai bahan kajian dan penelitian bagi para peneliti yang 

berminat untuk melanjutkan penyusunan yang sejenis, sehingga 

diharapkan dapat menuntaskan persoalan yang dirumuskan. 

 

D. Telaah Pustaka 

Jika suatu akad perkawinan telah dilaksanakan dan dalam 

pelaksanaannya ternyata terdapat larangan perkawinan antara suami dan isteri. 

Semisal karena pertalian darah, pertalian susuan, pertalian semenda, atau 

terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum seperti tidak 

terpenuhinya rukun atau syarat-syaratnya, maka perkawinan menjadi batal 

demi hukum dan melalui proses pengadilan, hakim membatalkan perkawinan 

yang dimaksud.
14

 

Ada beberapa yang memiliki korelasi tema dengan topik skripsi ini. 

Untuk mendukung penyusunan skripsi ini, maka penyusun kemukakan 

diantara beberapa karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan skripsi ini, 

diantaranya: 

Pertama “Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi 

Putusan PA Sleman Nomor: 535/Pdt.G/2000/PA.Smn)” oleh Maria Ulfa. 

Dalam skripsi tersebut membahas tentang pembatalan perkawinan karena 

pemalsuan identitas yang dilakukan oleh suami yang berdudukan sebagai 

                                                           
14

 Zakiah Darajat dkk, Ilmu Fiqh jilid II, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 

205 
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Tergugat mengaku beridentitas duda mati, yang sebenarnya isteri pertama 

masih hidup.
15

 Berbeda dengan skripsi yang penyusun tulis ini, dalam skripsi 

ini penyusun juga membahas tentang dampak hukum yang diakibatkan dari 

adanya pembatalan perkawinan karena dari perkawinan yang dibatalkan. 

Dikarenakan Tergugat telah memiliki keturunan. 

Kedua, “Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Surat Taukil Wali 

di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2007 (Studi Putusan Nomor: 

318/Pdt.G/2007/PA.Smn)” oleh Etu Windi Astuti. Dalam skripsi ini 

pembatalan perkawinan diajukan oleh ayah (disini berkedudukan sebagai 

Pemohon) dari Termohon II ke Pengadilan Agama Sleman tahun 2007 

dikarenakan adanya pemalsuan surat taukil wali. Karena ketidaksetujuan 

Pemohon terhadap hubungan antara Termohon I dan Termohon II untuk 

melangsungkan pernikahan, maka Termohon II memalsukan surat taukil wali 

agar dapat melangsungkan pernikahanya dengan Termohon I.
16

 Berbeda 

dengan skripsi tersebut, dalam skripsi ini pembatalan perkawinan diajukan 

pihak isteri pertama karena adanya pemalsuan identitas suami. 

Ketiga, “Pelanggaran Atas Perjanjian Kawin Sebagai Alasan Untuk 

Meminta Pembatalan Nikah (Studi Pasal 51 KHI)” oleh Wildan Isa Anshory. 

                                                           
15

 Maria Ulfa, Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Putusan PA. 

Sleman Nomor: 535/Pdt.G/2000/PA.Smn), Skripsi Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007. 

 
16

 Etu Windi Astuti, Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Surat Taukil Wali di 

Pengadilan Agama Sleman Tahun 2007 (Studi Putusan Nomor: 318/Pdt.G/2007/PA.Smn.), 

Skripsi , Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.  
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Wildan Isa Anshori menyimpulkan bahwa pelanggaran perjanjian merupakan 

wanprestasi. Ketentuan Pasal 51 KHI mengenal pelanggaran perjanjian kawin 

yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk meminta pembatalan nikah tidak 

bertentangan dengan hukum Islam karena didasarkan pada pengambilan 

mafsadat yang lebih ringan, yaitu memutus hubungan pernikahan yang tidak 

lagi dapat mencapai tujuan pernikahan.
17

Perbedaan dengan skripsi tersebut, 

dalam skripsi ini mengkaji permasalahan pembatalan perkawinan yang terjadi 

langsung di Pengadilan Agama Yogyakarta.  

Keempat, “Pembatalan Perkawinan Karena Poliandri (Studi Putusan 

Nomor: 572/Pdt.G/2006/PA.Smn)” oleh Faisal Sadali. Perkara dalam skripsi 

ini pemohon pembatalan perkawinan adalah Pejabat KUA Kecamatan Kalasan. 

Setelah Pemohon mengetahui bahwa Termohon II telah melangsungkan 

perkawinan lagi dengan Termohon I tanpa memutus tali perkawinannya 

terlebih dahulu dengan suami terdahulunya yang proses perceraiannya sedang 

diurus, maka Pejabat KUA Kecamatan Kalasan mengajukan permohonan 

perkawinan sang isteri (Termohon II) dengan suami kedua (Termohon I) ke 

Pengadilan Agama yang berwenang mengadili berdasarkan tempat tinggal 

mereka yaitu PA Sleman.
18

 Dalam skripsi yang disusun oleh Faisal Sadali 

pembatalan perkawinan dilakukan karena poliandri yang dilakukan oleh isteri, 

                                                           
17

 Wildan Isa Anshory, Pelanggaran Atas Perjanjian Kawin Sebagai Alasan Untuk 

Meminta Pembatalan Nikah ( Studi Pasal 51 KHI ), Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.  
18

 Faisal Sadali, Pembatalan Perkawinan Karena Poliandri (Studi Putusan Nomor: 

572/Pdt.G/2006/PA.Smn), Skripsi, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2008. 
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berbeda dengan skripsi ini. Penyusun membahas pembatalan perkawinan 

karena poligami yang dilakukan suami dengan memalsukan identitasnya.  

Kelima, tesis dengan judul “Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Bagi 

Orang Yang Beragama Islam (Studi Kasus Perkara No. 

1042/Pdt.G/2004/PA.Kdl)” oleh Budi Cahyono,SH. Dalam tesis tersebut 

membahas jalannya persidangan dan factor-faktor apa saja yang menyebabkan 

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dibatalkan. Perkara tersebut 

diajukan karena salah satu rukun nikah tidak terpenuhi yaitu wali nikah.
19

 

Berbeda dengan skripsi ini, penyusun membahas pembatalan perkawinan 

karena pemalsuan identitas. Selain itu penelitian dalam skripsi ini meliputi 

dasar hukum dan pertimbangan hakim yang digunakan untuk membatalkan 

perkawinan serta akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan 

tersebut. 

Setelah penyusun mencoba melakukan penelusuran terhadap beberapa 

karya ilmiah berupa skripsi dan tesis, belum ada yang membahas tentang 

pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dan akibat hukumnya, 

terutama pengkajian pembatalan perkawinan pada Perkara Nomor: 

158/Pdt.G/2010/PA.YK. Oleh karena itu, masalah pembatalan perkawinan 

dengan adanya pemalsuan identitas dalam hal ini adalah suami, masih layak 

untuk diangkat dan dikaji lebih lanjut. 

                                                           
19

 Budi Cahyono, Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Bagi Orang Yang Beragama Islam 

(Studi Kasus Perkara No. 1042/Pdt.G/2004/PA.Kdl), Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 

2007. 
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E. Kerangka Teoritik 

Istilah pembatalan perkawinan dikenal di dalam  hukum positif, 

sedangkan di dalam hukum Islam dikenal dengan istilah fasakh. Istilah 

pembatalan perkawinan di dalam hukum perkawinan tentunya sudah tidak 

asing lagi sebagaimana telah dijelaskan di dalam Undang-undang Perkawinan. 

Sebelum berbicara lebih jauh tentang pembatalan perkawinan, dijelaskan 

terlebih dahulu bahwa di dalam Undang-undang Perkawinan telah dijelaskan 

pengertian perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia 

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan tidak selalu 

kekal tetapi dapat putus apabila ada salah satu pihak meninggal dunia atau 

karena perceraian dan adanya putusan Pengadilan. 

Putusnya perkawinan karena adanya putusan pengadilan yang terjadi 

bila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk 

melangsungkan perkawinan. Hal tersebut tercantum dalam rumusan Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 22
20

, dipertegas 

dengan Pasal 37
21

 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga tidak menutup 

                                                           
20

 Pasal 22 berbunyi sebagai berikut: “perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak 

tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.” 

 
21

 Pasal 37 berbunyi sebagai berikut: “batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan 

oleh pengadilan.” 
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kemungkinan bagi orang Islam untuk dapat mengajukan pembatalan 

perkawinan. 

Alasan-alasan yang digunakan untuk melakukan pembatalan 

perkawinan sebagaimana terdapat di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan Pasal 24, 26, dan 27 yaitu: 

1. Perkawinannya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah 

pihak dan atas dasar masih adanya ikatan perkawinan; 

2. Perkawinan dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat 

Perkawinan yang tidak berwenang; 

3. Wali nikah yang tidak sah; 

4. Perkawinan yang dilangsungkan tidak dihadiri oleh dua orang saksi; 

5. Perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman perbuatan 

yang melanggar hukum; 

6. Ketika perkawinan berlangsung, terjadi salah sangka mengenai diri 

suami atau isteri. 

Walaupun terdapat alasan, tetapi tidak setiap orang dapat mengajukan 

pembatalan perkawinan. Sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan 

perkawinan yaitu: 

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau 

isteri; 

2. Suami atau isteri; 

3. Pejabat yang berwenang; 

4. Pejabat yang ditunjuk; 
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Menurut hukum Islam suatu perkawinan dapat batal (nietig) atau 

fasakh  (verneighbaar). Untuk mengetahui sampai sejauhmana akibat-akibat 

hukum dari suatu akad, perlu diketahui status hukum akad nikah yang 

dilangsungkan itu sehubungan dengan lengkap atau tidaknya rukun dan syarat 

yang wajib ada di dalamnya.  Suatu akad nikah dikatakan sah, jika dalam akad 

nikah tersebut telah terpenuhi segala rukun dan syaratnya. Jika suatu akad 

nikah kurang salah satu, atau beberapa rukun atau syarat-syaratnya disebut 

dengan akad nikah yang tidak sah.
22

 

Bila ketidakabsahannya suatu akad nikah itu terjadi karena tidak 

dipenuhinya salah satu di antara rukun-rukunnya, maka akad nikah tersebut 

adalah batal. Sedangkan bilamana dalam akad nikah tersebut salah satu saja di 

antara syarat-syarat itu tidak dipenuhi, maka akad itu adalah fasakh. Mengenai 

sebab-sebab batalnya perkawinan dan permohonan pembatalan perkawinan di 

Indonesia, Kompilasi Hukum Islam secara rinci menjelaskan di dalam Pasal 

70.
23

 

                                                           
22

 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: 

Kencana, 2010), hlm. 123. 

 
23

 Perkawinan batal apabila : 

a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena 

sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam 

iddah talak raj`i; 

b. seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili`annya; 

c. seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali 

bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba`da al 

dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya; 

d. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan 

sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-

undang Nomor1 Tahun 1974, yaitu : 

1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas. 
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Hal-hal yang menyebabkan batalnya perkawinan yang telah disebutkan 

dalam hukum di Indonesia sama dengan yang ada di dalam hukum Islam 

sebagaimana yang dijelaskan di dalam firman Allah SWT.: 

24
 

Selain itu adanya riwayat dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW. 

bersabda: 

25
 

Dari hadis di atas dijelaskan tentang suami isteri yang berli’an setelah 

bercerai tidak boleh berkumpul untuk selamanya, sesuai dengan Pasal 70 poin 

(b) Kompilasi Hukum Islam. 

                                                                                                                                                               
2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, 

antaraseorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara 

neneknya. 

3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri. 

4. berhubungan sesusuan, yaitu orng tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau 

paman sesusuan. 

e. isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau 

isteriisterinya. 

 
24

  An-Nisa >’ (4): 23. 

 
25

 As-Sayyid  Sa>biq, Fiqhu As-Sunnah, Jilid VIII, (Beiru>t: Da>r al-Fikr, Da>r al-Baya>n, 

1977), hlm. 173.  
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Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam latar belakang tentang 

adanya pemalsuan identitas yang diajukan pembatalan perkawinan juga masuk 

ke dalam alasan dapat diajukannya pembatalan perkawinan. Hal tersebut 

tertera di dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. 

Selain itu perkawinan dapat dibatalkan karena suami melakukan 

poligami lebih dari empat orang isteri, poligami tanpa seizin isteri serta tidak 

adanya izin dari pengadilan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 3, 4 

dan 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan juga dijelaskan dalam Bab IX 

Kompilasi Hukum Islam.   

Pasal 3 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi: 

1. Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh 

mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh 

mempunyai seorang suami. 

2. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk 

beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak 

yang bersangkutan. 

Adanya perkawinan poligami dengan memalsukan identitas jelas akan 

membawa kemad{aratan. Dalam hukum Islam tidak mengkehendaki adanya 

kemad{aratan dan harus dihilangkan. Oleh karena itu, untuk kemas}lah}atan 

suatu perkawinan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum dapat 

dibatalkan. Sesuai dengan qawa’idul fiqhiyyah yang berbunyi: 
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26
 

Dalam suatu hadis dinyatakan bahwa Rasulullah SAW. bersabda: 

27
  

Berdasarkan nas} Al-Qur’an, hadis dan qaidah tersebut, bisa 

disimpulkan bahwa jika dalam keadaan, sifat atau sikap yang menimbulkan 

kemad{aratan pada salah satu pihak, maka pihak yang menderita kemad{aratan 

dapat mengambil prakarsa untuk memutuskan perkawinan. Kemudian hakim 

menfasakhkan perkawinan atas dasar pengaduan pihak yang menderita 

tersebut.  

 

F. Metode Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini dibutuhkan data yang akurat, yang 

dititikberatkan pada data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan 

dan data primer dari penelitian lapangan yang mendukung data sekunder, 

sehingga permasalahan pokok yang diteliti dapat ditemukan. Agar data yang 

dimaksud dapat diperoleh, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai 

berikut: 

 

                                                           
26

 Asjmuni A. Rahman, Qa’idah-Qa’idah Fiqih (Qawa’idul Fiqhiyah), (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1976), hlm. 13. 

 
27

As-Sayyid  Sa>biq, Fiqhu As-Sunnah,Jilid VIII, hlm. 107.  
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1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini 

adalah penelitian kepustakaaan (library research). Penelitian 

kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilaksanakan 

dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, 

catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian 

terdahulu.
28

 Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan analisis 

terhadap produk badan Peradilan (Putusan Pengadilan) berupa 

putusan hakim yang berasal dari Pengadilan Agama Yogyakarta. 

Data tersebut juga dilengkapi serta diperkuat dengan data yang 

diperoleh melalui penelitian lapangan (field research) berupa hasil 

interview. Penelitian lapangan (field research) digunakan untuk 

mengetahui sejauhmana dasar hukum dan pertimbangan hakim 

yang digunakan dalam kasus pembatalan perkawinan di Pengadilan 

Agama Yogyakarta. 

2. Sifat penelitian 

Sifat  penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi 

ini adalah preskriptif analisis, yaitu penelitian dengan cara 

menetapkan metode-metode hukum Islam dan hukum Positif yang 

digunakan sebagai dasar hukum, dengan tujuan untuk memecahkan 

masalah pembatalan perkawinan. Dari Data yang diperoleh dari 

penelitian diupayakan memberikan gambaran atau mengungkapkan 

                                                           
28

 M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11. 
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berbagai metode yang berhubungan erat dengan gejala-gejala 

pembatalan perkawinan, kemudian dianalisis mengenai penerapan 

atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan peraturan 

hukum Islam guna mendapatkan data atau informasi mengenai 

pembatalan perkawinan serta akibat hukum yang ditimbulakan.  

3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan, 

dilakukan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga 

dalam penyusunan skripsi ini tidak terjadi penyimpangan dan 

kekaburan dalam pembahasan. Data yang dikumpulkan dalam 

penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 

a. Data primer 

Data primer berupa dokumen putusan dari 

Pengadilan Agama Yogyakarta  dengan Nomor Perkara 

158/Pdt.G/2010/PA.YK 

b. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh 

dari hasil interview dengan hakim. Dilakukan dengan 

cara interview bebas terpimpin, yaitu wawancara 

dengan mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih 

dahulu yang dipakai sebagai pedoman, tetapi 

dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang 
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disesuaikan dengan situasi pada saat interview 

dilakukan.
29

 

Tujuan dari wawancara adanya untuk 

mengetahui lebih dalam tentang pokok permasalahan, 

yaitu tentang  pembatalan perkawinan di Pengadilan 

Agama Yogyakarta. Terutama untuk perkara 

pembatalan perkawinan dengan Nomor Perkara 

158/Pdt.G/2010/PA.YK. 

Selain dari wawancara, data sekunder juga 

diperoleh dari buku-buku, jurnal maupun karya ilmiah 

yang membahas tentang pembatalan perkawinan. 

Disamping itu juga didukung dengan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur tentang 

perkawinan dan pembatalan perkawinan. 

4. Metode pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode normatif yuridis. Pendekatan normatif yaitu 

pendekatan yang didasarkan pada Al-Qur’an dan sunnah. Adapun 

pendekatan yuridis (legal analisis) yaitu pendekatan yang 

didasarkan pada norma hukum dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 
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 Ronni Hanitijo Soemitro, Metode Penyusunan Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

1988), hlm. 73. 
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5. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini 

adalah metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk 

mengungkapkan gejala secara holistik-konstektual (secara 

menyeluruh dan sesuai konteks/ apa adanya) melalui pengumpulan 

data dari tempat penelitian sebagai sumber langsung dengan 

instrumen kunci penelitian itu sendiri.
30

 Dengan menggunakan 

analisis kualitatif maka yang harus dilakukan adalah 

mengumpulkan data, mengklasifikasi data yang diperoleh dan 

kemudian dicari dengan teori yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti, selanjutnya ditarik kesimpulan guna menentukan 

hasilnya. Hasil dari analisis data tersebut selanjutnya disajikan 

secara deduktif-induktif. Penalaran deduktif di sini berangkat dari 

suatu dalil atau dasar hukum yang dijadikan pedoman untuk 

memecahkan masalah pembatalan perkawinan pada umumnya dan 

pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas pada 

khususnya. Penalaran induktif dimulai dari menarik kesimpulan 

berupa prinsip atau sikap berdasarkan fakta-fakta hukum yang 

menyebabkan pembatalan perkawinan tersebut.  
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 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penyusunan, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 100. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Dalam penyusunan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan 

Hukum Positif Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas 

dan Akibat Hukumnya (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama 

Yogyakarta Nomor: 158/Pdt.G/2010/PA.YK)” ini, diperlukan adanya suatu 

sistematika pembahasan, sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka dari 

skripsi ini. Sistemtika pembahasan yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Bab pertama, pendahululuan yang berisikan tentang latar belakang 

masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penyusunan, telaah pustaka, 

kerangka teoritik, metode penyusunan dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, Tinjauan Umum tentang Poligami, Pemalsuan Identitas dan  

Pembatalan Perkawinan. Dalam bab ini akan membahas tinjauan umum 

tentang poligami, yang dimulai dengan pengertian poligami, dasar hukum 

poligami, alasan-alasan poligami dan syarat-syarat poligami baik menurut 

hukum Islam dan hukum positif. Dilanjutkan dengan pembahasan tentang 

pemalsuan identitas. Terakhir pembahasan tentang pembatalan perkawinan, 

dalam sub bab pembatalan perkawinan pembahasannya terdiri dari pengertian 

pembatalan perkawinan dan akibat hukum pembatalan perkawinan yang 

ditinjau dari dua hukum yaitu hukum Islam dan hukum positif. 

Bab ketiga, Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas dalam 

bab ini penyusun akan memaparkan gambaran umum Pengadilan Agama 

Yogyakarta terlebih dahulu, dilanjutkan dengan menjelaskan tentang 

kewenangan Pengadilan terhadap kasus pembatalan perkawinan karena 
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pemalsuan identitas. Selain itu di dalam bab tiga ini juka akan menguraikan 

dasar hukum dan pertimbangan hakim terhadap pembatalan perkawinan 

karena pemalsuan identitas dalam Perkara Nomor: 158/Pdt.G/2010/PA.YK 

dan terakhir membahas akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan 

perkawinan karena pemalsuan identitas tersebut. 

Bab empat, Analisis Hukum Islam dan Positif Terhadap Pembatalan 

Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas dan Akibat Hukumnya. Dalam bab 

ini menguraikan tentang analisis dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam 

kasus pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dan akibat 

hukumnya, dengan menggunakan dua analisis. Yaitu berdasarkan hukum 

Islam dan hukum positif. 

Bab kelima, Penutup. Dalam bab ini merupakan bab terakhir dalam 

penyusunan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan 

diperoleh dari hasil analisa terhadap penyusunan dan pembahsan pada bab 

keempat.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Sebagai bagian akhir dari penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjauan 

Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pembatalan Perkawinan karena 

Pemalsuan Identitas dan Akibat Hukumnya (Studi Terhadap Putusan 

Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 158/Pdt.G/2010/PA.YK)”, penyusun 

mencoba menyampaikan kesimpulan dan saran yang dihasilkan dari proses 

penelitian yang telah dilakukan. Diharapkan kesimpulan dan saran dapat 

memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan 

masyarakat pada khusunya. 

Kesimpulan yang dihasilkan adalah sebagai berikut: 

1. Dasar hukum dan pertimbangan hakim yang digunakan dalam pembatalan 

perkawinan perkara No. 158/P.dt.G/2010/PA.YK adalah Pasal 4 ayat (1,2) 

dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang 

membahas tentang poligami. Dalam pasal tersebut dijelaskan perihal poligami 

yang dalam pelaksanaannya harus ada izin dari isteri dan pengadilan. 
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2. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan yang diputuskan dan ditetapkan 

oleh Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara No. 

158/P.dt.G/2010/PA.YK hanya menyangkut status suami isteri yang 

melakukan perkawinan tersebut, karena perkawinan dianggap tidak pernah 

ada sehingga kedua belah pihak kembali ke posisi semula. Namun, untuk 

akibat-akibat lain yang ditimbulkan sudah ada karena pernikahan telah 

dikaruniai seorang anak. Anak yang lahir ataupun yang masih di dalam 

kandungan dari perkawinan yang dibatalkan masih menjadi tanggungan 

ayahnya sampai anak itu menikah jika anak itu perempuan dan untuk anak 

laki-laki sampai mampu mencari nafkah sendiri.  

3. Baik analisa dengan menggunakan hukum Islam dan hukum positif, 

perkawinan dalam perkara ini dinyatakan dibatalkan. Kedua hukum tersebut 

tidak melarang poligami, hanya saja untuk melakukan poligami harus 

memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.  

a. Analisis hukum Islam  

Dalam analisis hukum Islam berpedoman pada Al-Qur’an surat An-

Nisa>’ (4) ayat 3, yang menerangkan perihal pembatasan poligami 

maksimal empat orang isteri dan harus bersikap adil. Pertimbangan 

perkawinan tersebut dibatalkan karena perkawinan tersebut dilakukan 

dengan cara yang tidak ma’ruf, yaitu dengan memalsukan identitas. 

Hal tersebut telah menimbulkan kemad}aratan bagi isteri pertama. 
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Berdasarkan hukum Islam dan sesuai dengan dasar hukum serta 

pertimbangan hakim yang digunakan, perkawinan tersebut harus 

dibatalkan. Akibat dari pembatalan perkawinan tersebut tidak 

memutus kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada 

anaknya, karena anak yang dilahirkan merupakan anak yang sah. 

b. Analisis hukum Positif 

Dalam analisis hukum Positif, dasar hukum yang digunakan dalam 

pembatalan perkawinan ini adalah Pasal 3, 4, 5 dan 24 UU No. 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pertimbangan hakim membatalkan 

perkawinan tersebut karena suami tidak meminta izin dari isteri dan 

pengadilan untuk melakukan poligami, bahkan suami melakukan 

penipuan untuk melangsungkan perkawinan yang kedua dengan cara 

memalsukan identitas. Perbuatan yang dilakukan Tergugat I sudah 

bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, terutama 

hukum perkawinan. Maka dari itu, perkawinan tersebut harus 

dibatalkan. Akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan 

perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan. Jadi 

anak tetap menjadi tanggungan orang tua.  

 

 

 

 



144 
 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat penyusun berikan setelah melakukan penelitian 

dan pembahasan atas perkara Nomor 158/Pdt.G/2010/PA.YK. di Pengadilan 

Agama Yogyakarta adalah sebagai berikut: 

1. Kiranya dalam pelaksanaan perkawinan perlu diperhatikan mengenai 

identitas calon. Pengecekan identitas tidak hanya mengutamakan 

kebenaran secara administratif saja, namun diupayakan untuk dapat 

dilakukan pengecekan lapangan. Sehingga tidak mudah tertipu dan 

tidak akan menyesal di kemudian hari. 

2. Terhadap pejabat yang berwenang dan/atau pihak PPN yang 

mengawasi pelaksanaan perkawinan dalam melaksanakan tugasnya 

agar lebih teliti dan lebih cermat. Untuk menghidari adanya kasus 

penipuan identitas. Melakukan pemeriksaan mengenai kebenaran status 

mempelai dan surat-surat sebelum perkawinan dilaksanakan.   

3. Usaha-usaha maksimal dari pihak penegak hukum, belum dapat 

menyadarkan masyarakat untuk bertindak sesuai dengan ketentuan 

hukum. Untuk itu serangkaian kegiatan yang bersifat pembelajaran dan 

penyuluhan hukum di bidang hukum perkawinan pada masyarakat 

perlu ditingkatkan. 
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LAMPIRAN - LAMPIRAN 



TERJEMAHAN 

Hlm FN Terjemahan 

BAB I 

1 2 Dan sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-

laki dan perempuan 

1 4 Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya 

kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan 

dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. 

19 24 Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu 

yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, 

saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara 

ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-

saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-

saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; 

saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); 

anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri 

yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur 

dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak 

berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) 

isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan 

(dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali 

yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.  

 

19 25 Suami isteri yang melakukan li’an bila telah bercerai, tidak 

dapat kembali selama-lamanya. 

21 26 Tidak boleh ada kemad}aratan dan tidak boleh saling 

menimbulkan kemad}aratan. 

21 27 Kemad}aratan itu wajib dihilangkan 

BAB II 

31 10 Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap 

(hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu 

mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang 

kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu 

takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang 

saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu 

adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. 

32 11 Ghailan bin Salamah As-saqafi masuk islam dan mempunyai 

sepuluh orang isteri pada masa jahiliyah, maka isteri-isterinya 

masuk islam bersamanya, maka nabi memerintahkan untuk 

memelih empat. 

32 12 Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara 



isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat 

demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung 

(kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain 

terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan 

memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 
 

55 28 Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara 

keduanya, Maka kirimlah seorang hakam[293] dari keluarga 

laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika 

kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, 

niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. 

66 41 Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan 

Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian 

yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari 

pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) 

ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah 

kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah 

Maha Mengetahui segala sesuatu.  

BAB IV 

110 2 Dan kawinkanlah orang-orang yang sediriandiantara kamu, 

dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba 

sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang 

perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan 

mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas 

(pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. 

113 5 Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap 

(hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu 

mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang 

kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu 

takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang 

saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu 

adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. 

114 6 Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati 

akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang 

ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf 

(pula). 

115 7 Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang 

fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti 

agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu 

kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu 

menyesal atas perbuatanmu itu. 

115 8 Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah 

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah 

kamu menuliskannya. 



116 9 Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang 

lelaki (di antaramu). 

117 11 Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang 

benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah 

biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum 

kerabatmu. 

120 12 Tidak boleh ada kemad}aratan dan tidak boleh saling 

menimbulkan kemad}aratan. 

121 13 Kemad}aratan itu wajib dihilangkan. 

121 14 Apabila bertentangan dua mafsadat, maka perhatikan mana 

yang lebih besar mad}aratnya dengan dikerjakan yang lebih 

ringan kepada mad}aratnya. 

122 16 Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka 

itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. 

123 18 Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 

kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya 

hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah 

kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang 

melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah 

kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. 
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